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Pencantuman Agama Buddha

Jakarta, Januari 2018

Yth. Ketua Umum Perwakilan Umat 
Buddha Indonesia 
Jl. Abdul Muis No. 62 RT.2, RW.l 
Petojo Selatan, Gambir 
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat dari Saudara Jandi Mukianto, SH, MH 
Nomor : 120l/JM/JKT/XII/2017, tertanggal 27 Desember 2017 yang 
ditujukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kementerian Dalam Negeri, perihal Kolom Agama Buddha, dalam surat 
dimaksud disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Saudara Jandi Mukianto, SH, MH menyampaikan permohonan agar 
merubah isian kolom agama pada Dokumen Kependudukan bagi 
penduduk beragama "Budha" dirubah menjadi "Buddha" (dengan dua 
huruf "d").

2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan atas permohonan dimaksud 
adalah :
a. Nomenklatur atau penamaan pada lembaga negara dalam hal ini 

Kementerian Agama RI untuk urusan agama Buddha ialah 
menggunakan kata Buddha (dengan dua d), yaitu Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Buddha.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia on-line yang disediakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) tidak 
mengenal istilah Budha, adapun yang dikenal ialah Buddha dengan 
dua d (https://kbbi.kemdikbud.ao.id/entri/buddha diakses pada 26 
Desember 2017).

c. Peraturan yang berlaku saat ini melaiui Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Agama (PMA No. 3/2006) tidak 
menggunakan kata Budha, melainkan kata Buddha (dengan dua d).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan dari WALUBI 
berkaitan dengan penulisan kata "Budha" atau "Buddha". Penjelasan dari 
WALUBI akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penyesuaian dalam 
Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Sekretaris/Jitjen

Ir. I Ged\ Suratha, MMA 
Pembina ^am a Madya 
NIP. 19601223 198603 1 001
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